BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Simons, definisi dari tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang
dilakukan secara sah oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya,
secara tegas dilarang oleh hukum, diancam dengan sanksi pidana, dan bersifat
melawan hukum.! Tindak pidana menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan
atau korban, merupakan persoalan serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Hal ini disebabkan oleh posisi anak yang merupakan kelompok individu rentan.?
Anak mudah menjadi sasaran eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun
ekonomi oleh pihak atau individu yang memiliki dominasi dalam berbagai hal.
Bahkan, perasaan menderita yang timbul karena anak merupakan korban dari tindak
pidana ini dapat dirasakan pula penderitaannya oleh pihak keluarga yang menjadi

subyek pertama bagi anak untuk berkeluh kesah.?

Berlandaskan pada data KPAI 2024, terdapat 1604 aduan berupa
pengaduan online 80,8 %, pengaduan langsung 38,3 %, dan pengaduan surat atau
email sebesar 8,7 %. Pada per Desember 2024, KPAI sudah menerima 2.057 kasus

terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA).*

! Efendi Erdianto, (2011), Hukum pidana Indonesia, Bandung: P.T. Refika Aditama, hlm. 97

2 Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.

3 Suryani, N. A. (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, Media of Law and
SHARIA, 2(2), 142.

4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (2024, 5 Februari), (Data Pengaduan KPAI 2024),
(Instagram post), Instagram,
https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7



https://www.instagram.com/kpai_official/p/DEmnVw0yUMn/?img_index=7

Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik,
psikis, seksual, hingga eksploitasi. Terutama keresahan masyarakat terhadap
kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak menjadi fokus khusus pada
pergerakan hukum di Indonesia untuk melindungi anak dari kasus-kasus yang
merugikan hak mereka sebagai manusia.’ Setiap tindak pidana selalu menimbulkan
korban yang terdampak secara langsung berupa kerugian akibat perbuatan
tersebut.® Fenomena ini memperlihatkan bahwa anak-anak masih berada dalam
posisi rentan sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan
perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab negara dan dukungan dari
masyarakat.

Anak-anak adalah generasi yang meneruskan cita-cita bangsa memegang
posisi strategis untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional, sebab cakupan
anak yang kompleks dan menyesuaikan norma sosial menjadi alasan utama peran
mereka.” Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang dan kesempatan yang
optimal guna mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik secara
fisik, mental, sosial, serta spiritual agar anak mampu menjalankan peran dan
tanggung jawabnya di masa depan. Karena adanya berbagai pengaruh eksternal
yang membatasi anak untuk melindungi diri, maka diperlukan perlindungan yang
memadai, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial di sekitarnya.® Terutama

peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada anak,

5 Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 172.

¢ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Peratama (Jakarta: Akademik Presindo, 1983), him.
41

7 Buchori, N. S. (2011). Peran Anak dalam Pembangunan Ekonomi. MASLAHAH (Jurnal Hukum
Islam dan Perbankan Syariah), 2(1), 38.

8 Abu Huraerah, (2012), Kekerasan terhadap anak, (Cet. 1), Bandung: Nuansa Cendekia, him. 11
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karena dalam keluarga harus tercipta hubungan yang sehat antara anak dan orang

tua supaya anak memperoleh perlindungan yang layak.’

Dalam konteks hukum, peraturan terkait perlindungan anak diatur dalam
berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini menekankan
pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, terdapat
ketentuan yang mengatur hak-hak anak yang menjadi korban, seperti hak untuk

mendapatkan restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan
kewajiban moral dan legal yang ditekankan dalam syariat. Islam mengajarkan
bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kehormatannya dan
dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kezaliman karena anak ialah makhluk
yang belum mampu untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri dan

masih membutuhkan bantuan dalam memenuhi kehidupannya'®.

Anak juga
merupakan bekal pahala bagi kedua orang tua mereka ketika sudah meninggal
dunia, oleh sebab itu penting bahwasanya orang tua dengan baik memberikan
perlindungan dan mendidik anak sebaik mungkin.!! Dalam Al- Qur'an Surah Al-

Isra ayat 31, melarang tindakan yang dapat membahayakan anak-anak, termasuk

eksploitasi dan penyiksaan. Selain itu, konsep ganti rugi atau “diyat” dalam hukum

% Subroto, M., & Wondiwoi, N. (2023). Upaya Peningkatan Pada Kelompok Rentan Khususnya
Pada Anak dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Innovative: Journal
Of Social Science Research, 3(5), 11073-11080.

10 Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Afkar, Journal For
Islamic Studies, 39.

1 Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Al-Mawarid:
Jurnal Hukum Islam, 11(2).



Islam memiliki relevansi dengan restitusi dalam hukum positif Indonesia. “Diyat”
merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya akibat
kerugian yang diderita, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk memulihkan

hak-hak korban sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga diatur
melalui regulasi yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK memiliki
tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban,
termasuk anak yang menjadi korban kejahatan. Lembaga ini berperan signifikan
dalam menjamin keamanan selama proses pemberian keterangan, serta memastikan

bahwa hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, terpenuhi.

Akan tetapi, peraturan mengenai LPSK masih dianggap belum optimal. Jika
ditelusuri lebih lanjut, UU Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur dengan
rinci berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK. Regulasi tersebut hanya
memuat ketentuan tentang tanggung jawab, keanggotaan, proses seleksi,
pengambilan keputusan, dan pendanaan LPSK, namun belum mencakup secara
spesifik aspek kelembagaan seperti struktur organisasi, dukungan administratif,
sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, prinsip transparansi dan

akuntabilitas.'?

12 Ade Elendris, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Ipsk) Dalam Perlindungan Hukum
Terhadap Wanita Korban Trafficking, Universitas Lampung, (2019), hlm.7
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Pada 2024, jumlah saksi maupun korban yang meminta pendampingan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melonjak sebanyak 33,64%
dibanding 2023. Ketua LPSK, Achmadi mengatakan bahwa pada 2023 pihaknya
mendampingi 7.654 pemohon, sementara 2024 sebanyak 10.217 pemohon.
Berdasarkan data rekap LPSK, jumlah pemohon perlindungan yang naik paling
signifikan menyangkut kasus penyiksaan, pencucian uang dan kasus narkotika.'3
Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan aparat penegak hukum
bersama pemerintah maupun lembaga penyelenggara terkait seperti LPSK. Maka
dari itu, keadilan harus ditegakkan dan sarana prasarana keadilan harus dibuka
seluas-luasnya terutama melalui pemenuhan hak serta perlindungan hukum untuk

saksi dan korban.

Salah satu wujud pemulihan dan perlindungan untuk saksi maupun korban
yaitu restitusi. Restitusi dimaknai sebagai pemberian ganti rugi kepada korban
akibat tindak pidana yang dialami. Dalam konteks anak, restitusi mencakup tidak
hanya kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga kerugian immaterial seperti
pemulihan kondisi psikologis dan rehabilitasi. Dan dalam proses mengembalikan
keadaan anak, posisi anak yang menjadi korban tidak harus selalu menjadi saksi.'*
Pemberian restitusi bertujuan untuk dapat membantu korban memulihkan diri

akibat kerugian yang dialami dan sebagai bentuk keadilan yang layak.

13 Kompas.com. Syakirun Ni’am dan Robertus Belarminus. (2025, Januari 14). Jumlah pemohon
perlindungan ke  LPSK  pada 2024 melonjak 33,64  persen. Kompas.
https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/2134078 1/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-
pada-2024-melonjak-3364-persen

14 Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Nuansa Akademik: Jurnal
Pembangunan Masyarakat, 9(2), 385-398



https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen
https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/21340781/jumlah-pemohon-perlindungan-ke-lpsk-pada-2024-melonjak-3364-persen

Namun, pada kenyataannya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang
dihadapi LPSK dalam perwujudan restitusi bagi korban anak. Terdapat perbedaan
implementasi restitusi seperti yang tercantum pada kasus Putusan Nomor
297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt, Putusan
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Pkl.

Pada konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
memiliki peranan yang sangat penting. Tugas LPSK yaitu untuk dapat memastikan
hak-hak korban,' termasuk hak korban anak dapat terpenuhi melalui pemberian
restitusi yang diajukan pada mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun LPSK
mempunyai peranan penting dalam proses restitusi, terdapat berbagai tantangan
yang dihadapi. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban
dan proses hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan restitusi.'® Serta adanya
keterbatasan sumber daya yang dimiliki LPSK juga menjadi kendala dalam

memberikan layanan yang optimal kepada korban.!”

Berdasarkan penjelasan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis terkait peran LPSK dalam gugatan ganti kerugian dengan korban
anak, dimana akan dikaji dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan

realita putusan kasus yang terkait dengan judul skripsi “PERAN LEMBAGA

15 Ahmadin, A., Sujana, J., Karmila, K., Migu, D., Laoemuri, J. S., & Fahlevie, R. A. (2024).
Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK). Jurnal Hukum Indonesia, 3(2), 50.

16 Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan
Keadilan Terhadap Korban Inses. Unes Law Review, 6(2), 4238-4239

17 Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam
Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 938.
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SAKSI & KORBAN (LPSK) DALAM GUGATAN GANTI KERUGIAN
(RESTITUSI) TERHADAP KASUS DENGAN KORBAN ANAK”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pemberian ganti kerugian (restitusi) bagi
korban anak dalam putusan perkara pidana?
2. Bagaimana peran LPSK dalam pemberian restitusi bagi korban
anak dalam putusan perkara pidana?
C. Tujuan Penelitian
Berikut ini adalah tujuan dilakukannya penelitian yang sesuai dengan rumusan
masalah di atas yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan pemberian ganti kerugian
(restitusi) bagi korban anak dalam putusan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui peran LPSK dalam pemberian restitusi
bagi korban anak dalam putusan perkara pidana.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun
secara praktis, yaitu:
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi
kontribusi pada akademisi dalam bentuk mendalam terkait
analisis mekanisme restitusi dengan korban anak

berdasarkan hukum positif dan menambah referensi ilmiah



bagi kajian hukum pidana, khususnya terkait perlindungan

korban anak.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

perlindungan serta pelaksanaan restitusi bagi anak korban

tindak pidana,

sekaligus

mendorong pengembangan

kebijakan dan praktik perlindungan anak yang lebih optimal.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran
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Dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan isu
penting yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam perlindungan hukum
dan pelaksanaan restitusi untuk korban anak. Dalam konteks ini, peran LPSK
menjadi sangat penting untuk memastikan anak korban tindak pidana memperoleh
perlindungan hukum yang maksimal, termasuk mekanisme gugatan ganti kerugian
(restitusi). Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
adanya implementasi restitusi yang belum optimal bagi korban anak terkait
bagaimana tanggung jawab LPSK dalam memberikan perlindungan dan fasilitas
sarana prasarana restitusi serta hambatan yang dihadapi seperti keadaan ekonomi

pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat dan kendala eksekusi putusan.

Urgensi dalam penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi peran
LPSK dalam penerapan dan pemberian ganti kerugian (restitusi) terhadap kasus
dengan korban anak berdasarkan putusan kasus yang terkait yaitu: Putusan Nomor
297/P1d.B/2023/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt, Putusan
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp dan Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl serta
faktor apa saja yang melatar belakangi LPSK dalam penerapan dan pemberian

restitusi untuk korban tindak pidana yang melibatkan anak.

Berdasarkan isu permasalahan serta urgensi dalam penelitian, terdapat

tinjauan pustaka yang relevan untuk mendukung permasalahan yang dibahas yaitu:

a. Ganti Kerugian (Restitusi), menjelaskan terkait mekanisme pemberian
restitusi pada anak yang berposisi menjadi korban dalam tindak pidana
sebagai bentuk pemulihan dan keadilan restoratif serta keterkaitan LPSK

sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan proses



restitusi korban yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana.

. Perlindungan Anak, menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap
anak, kedudukan hukumnya dan hak-hak anak terutama sebagai korban dari
segala bentuk perbuatan pidana yang termuat dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, menjelaskan terkait anak yang
berposisi sebagai korban dalam suatu tindak pidana, sistem perlindungan
hukumnya dan pemenuhan hak anak sebagai korban dalam perkara pidana
terutama hak terkait restitusi sebagai bentuk pemulihan korban serta peran
LPSK yang mendukung dalam proses implementasi restitusi pada anak
korban tindak pidana.

. Peran LPSK, menerangkan tentang tugas dan wewenang LPSK serta
menganalisis peran LPSK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang
khusus terkait perlindungan saksi maupun korban pada sistem peradilan
pidana, khususnya terkait perlindungan anak dan mekanisme restitusi
terhadap korban anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014.

Penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian, yaitu menjelaskan terkait
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang menjadi
referensi dan perbedaan kebaruan dalam penelitian yang dilakukan

sekarang.
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Hasil penelitian yang diharapkan berdasarkan hal yang dikaji yaitu
mencakup identifikasi kendala utama dalam penerapan restitusi bagi korban anak,
peningkatan peran LPSK dan penguatan regulasi, serta pengembangan mekanisme
restitusi yang mencakup pemulihan ekonomi dan psikologis korban anak. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam
memperbaiki tatanan hukum terkait perlindungan anak di Indonesia, serta
memberikan kepastian hukum yang adil dan layak bagi anak korban tindak pidana.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan
menggambarkan secara sistematis suatu gejala, peristiwa, atau fenomena
hukum yang sedang terjadi, sebagaimana adanya, tanpa melakukan
intervensi atau perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif
memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada permasalahan
aktual dan relevan dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga dapat
memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai peran serta
tanggung jawab suatu lembaga, ketentuan hukum yang berlaku, maupun
implementasinya dalam praktik. Pemilihan metode ini didasarkan pada

kebutuhan penelitian yang berorientasi pada penggambaran fakta dan

11



analisis berdasarkan data yang ditemukan selama proses penelitian

berlangsung.'®

. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam
mengkaji penelitian ini yaitu deskriptif, maka metode pendekatan yang
digunakan berupa pendekatan kasus. Pendekatan kasus berfokus pada
analisis kasus hukum tertentu yang dijadikan objek dalam penelitian dengan
melibatkan studi yang mendalam terkait fakta-fakta, argumen maupun
keputusan yang diambil dalam suatu perkara hukum. Pendekatan ini
bertujuan untuk memahami implementasi hukum dalam praktiknya dan
pengaruh keputusan pengadilan dalam perkembangan hukumnya.

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama.

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber yang tidak secara
langsung diperoleh dari objek penelitian. Data ini diperoleh sebagai
referensi pendukung dalam penelitian, yang mencakup literatur dan
dokumentasi. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.'” Dimana bahan hukum primer dan
sekunder yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

18 Nurul Zuria, (2010), Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

h:47

19 Zainudin Ali, (2017), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi
Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban
Tindak Pidana

Putusan Nomor 297/Pi1d.B/2023/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rgt

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp

10) Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi segala informasi terkait

pokok permasalahan penelitian yang sudah formal dalam bentuk

regulasi hukum atau berupa penjelasan terkait hasil karya serta

hasil kajian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.
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4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui

studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Menurut Nazir,
studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok
permasalahan, seperti buku, literatur, catatan ilmiah, serta laporan-laporan
yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan
konseptual yang mendukung analisis dalam penelitian hukum.?’

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
membaca, mencatat, menganalisis serta mengutip peraturan perundang-
undangan dan buku-buku referensi ataupun bahan hukum lain terkait
dengan pokok penelitian dan obyek penelitian dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis Data
Penelitian ini menerapkan metode analisis data deskriptif-analitis

dengan pendekatan kualitatif dalam proses mengolah dan menafsirkan
data.?! Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek atau subjek
secara apa adanya, dengan menyajikan secara akurat karakteristik individu,
kondisi, gejala, atau kelompok tertentu guna mengidentifikasi adanya
hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Fokus
utama penelitian ini adalah menyajikan gambaran objektif mengenai
kondisi nyata dari objek yang diteliti, sebagai upaya untuk menjawab

permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Proses penelitian mencakup

20 Nazir Moh, (2014), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, hlm. 181
2l Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, him. 45

14



tahapan pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, serta penyusunan
kesimpulan dan saran.?

G. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan fokus masalah yang jelas dan terarah sesuai

dengan tujuan dalam penelitian ini maka penulis menyusun gambaran
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : berupa pendahuluan yang menerangkan latar belakang
masalah terkait peran LPSK dalam gugatan ganti kerugian terhadap kasus
dengan korban anak, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika skripsi.
BABII : berupa tinjauan pustaka yang menerangkan terkait teori
peran LPSK, teori ganti kerugian (restitusi), teori perlindungan anak dan
teori anak sebagai korban tindak pidana serta adanya penelitian terdahulu
yang dijadikan sebagai referensi yang relevan dan perbedaan pada
penelitian sekarang.
BAB III : berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menerangkan
terkait hasil penelitian yaitu penjelasan peran LPSK dalam gugatan ganti
kerugian (restitusi) terhadap kasus dalam objek penelitian yang dijabarkan
secara deskriptif dan terdapat analisis peneliti untuk menanggapi rumusan

masalah yang ada dalam pendahuluan.

2 Atikah Ika, (2022), Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Sukabumi: Penerbit Haura
Utama, hal. 24
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BAB 1V : berupa penutup yang menerangkan terkait kesimpulan
terhadap hasil penelitian dan saran terkait permasalahan yang diteliti dengan

tujuan kedepannya agar lebih baik.
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